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PUTUSAN
Nomor 2426/Pdt.G/2024/PA.BL

Z (P2 z
M@;@@M
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan

dalam perkara cerai talak antara:

tempat tinggal di

selanjutnya disebut

XXXXXXXXXX, um

Pengadilan Agama te
Telah membaca, memp
Telah mendengar keterang

bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus

2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor
2426/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2023, Pemohon dengan Termohon

telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA
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Ponggok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada

Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 12 November 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon kumpul
bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxx Blitar, dalam
keadaan sudah baik (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam
keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Desember 2023 rumah
tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis lagi,
karena sering terjadi perselesihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan
Termohon disebabkan:

3.1 Termohon seriny
seringkali tidak pgé
keluarga; ‘
3.2 Termb ! negeri (lungo),

ar tidak usah

| bekerja ke

lang, semula

mengetahuinya;
5 Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menunggu kedatangan
Termohon dan mengambil keputusan untuk memutuskan ikatan
perkawinannya dengan Termohon untuk itu Pemohon mohon izin untuk
mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan
Agama Blitar sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
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6 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara

ini;
Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Blitar cg. Majelis Hakim berkenan untuk menerima,
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut:
Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2. Memberi I1zin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk mengikrarkan Talak

terhadap Termohon (XXXXXXxXxxxxx)-gdihadapan sidang Pengadilan Agama

Blitar; : ;

3. Membebankan biay#
Subsider ‘
Atau menjatuhkan' py

af@ ini Pemohon
ias panggilan
tanggal 30
September 2024
sebanyak 2 kali

p8imi dan patut
Lh orang lain

untuk hadir i ; igdk hadirannya tidak

Termohon akan tetapi tidghernag < ."

Bahwa perkara ini tida ermohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah OFp B€Cara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut
yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat, berupa:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxx atas hama Penggugat
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 05 April 2024
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yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XxXXXXXXXXXxXxx atas nama
Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA
Ponggok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 12 November 2023
yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) ;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Nomor xxxxxxxxxxx tanggal 26
Agustus 2024 vyang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa
Gembongan Kecamatan Ponggo Sablpaten Blitar, yang menerangkan

alamatnya dengan jelg
dicocokkan dengan ,

mengajukan saksi§

Wiraswasta, te
Di bawah sunipg

bersama bertempat di rumah OF8 ‘ #Mhohon namun belum dikaruniai
keturunan;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik
saja, namun sejak tahun 2023 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi
pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan
Termohon seringkali bersikap kurang menghargai Pemohon, dan
Termohon seringkali pamit ingin bekerja keluar negeri (lungo), tetapi
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Pemohon larang dan Pemohon nasehati agar tidak usah bekerja keluar

negeri, akan tetapi Termohon malah berbalik marah kepada Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal,
yang hingga kini £ 8 bulan lamanya sejak Termohon pergi tanpa pamit;

- Bahwa selama pergi, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar
dan tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik
Indonesia;

- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan
Termohon, namun tidak berhasil namun tidak berhasil menemukan

Termohon;

- Bahwa saksi sebag
kepada Pemohon af
tetapi tidak b

Pemohon dan T

bersama bertempat
keturunan;

- Bahwa pada awalnya rumal
saja, namun sejak tahun 2023 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi
pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan
Termohon seringkali bersikap kurang menghargai Pemohon, dan
Termohon seringkali pamit ingin bekerja keluar negeri (lungo), tetapi
Pemohon larang dan Pemohon nasehati agar tidak usah bekerja keluar

negeri, akan tetapi Termohon malah berbalik marah kepada Pemohon;
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- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal,
yang hingga kini £ 8 bulan lamanya sejak Termohon pergi tanpa pamit;

- Bahwa selama pergi, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar
dan tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik
Indonesia;

- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan
Termohon, namun tidak berhasil namun tidak berhasil menemukan
Termohon;

- Bahwa saksi sebagai tetangga telah berusaha memberikan nasihat

sebagaimana terg

merupakan satu Kes

66 ayat (1) Undang-undang
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah
untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini
adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya kuasa Pemohon mendalilkan
Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar maka
berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
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2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka Pengadilan Agama Blitar berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah
terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan
perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peratian Mahkamah Agung R.l. Nomor 1

sebagai wakil ata§l
disebabkan oleh
dinyatakan bahwal

T
Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara

itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);
Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadiran Termohon hanya
beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon,
sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan

dengan keterangan saksi-saksi;
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Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak didasarkan atas
alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa semula rumah tangga Pemohon
dan Termohon dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak tahun 2023 antara
Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan:

a.

Termohon seringkali bersikap kurang menghargai Pemohon , seringkali
tidak mendengarkan nasehat dari pemohon sebagai kepala keluarga;
b.

Termohon seringkali pamit ingin bekerja keluar negeri (lungo), tetapi

negeri, akan tetapi Ter ¢
antara Pemohon dan d€gmo

memandang perl

atau orang deka

telah mengajukan alat bukti surat e ‘ F1-P.3  bermeterai cukup dan
telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai
alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10
tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021
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tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama dan
Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;
Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik
yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah,
maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat
berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sedangkan alat bukti
P.3 bukan merupakan alat bukti otentik, akan tetapi masuk kategori surat lain
yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya
sebagai bukti pendukung dalil-dalii permohonan Pemohon, sebagaimana
ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata,

171, 172 HIR jo. PRskl 26
jo. Pasal 134 Komp

nilai pembuktian;
Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah
dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama
Pemohon, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon tercatat
sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;
Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa antara
Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada
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tanggal 12 November 2023 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa

Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah
suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Surat Keterangan,
yang dapat dijadikan bukti awal bahwa Termohon telah pergi meninggalkan
Pemohon selama + 8 bulan dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan
tidak memberi kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di
seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkangketerangan Pemohon yang telah
dikuatkan dengan bukti-bukti tgPEBeT (

bersikap kura

ingin bekerja k¢

Republik Indonesia; ;

- Pemohon telah berusaha MeF ghon akan tetapi tidak berhasil

menemukan Termohon;

- Para saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun lagi dan

bersabar menunggu kedatangan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik

dalam Al Qur’an surat Al Rum ayat 21.:
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Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih
dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi

, adalah terwujudnya rumah
tangga yang tentram (sak '

sayang (mawaddah, wag@} nah}
sudah tidak dapat di / -j‘al it

-

| Yang Maha Esa;

dan Termohon;

Menimbang, 4 T
sering terjadi pertefjok : """"" ] i LselaMa kurang lebih
* 8 bulan bahkan b
pasti di seluruh w :
suasana rumah Hemikian itu,
mengakibatkan tujis -' méh tangga
Pemohon dan Te ffikun kembali,
disisi lain Majelis

maksimal untuk merykuikan d et - Pafii agar bersabar

menunggu kedatanga _ ngga perkawinan
mereka jika dipertahanka s Ak efiesSargi; # kedua belah pihak,
oleh karena itu perkawinan me ' raikan;

Menimbang, bahwa pada dasa enurut ajaran Islam perceraian
merupakan perbuatan yang tercela namun begitu dalam keadaan suami istri
sudah tidak saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan
Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman

Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:
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Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk lagi

dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat
dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz |
halaman 83 yang berbunyi:

o OV 9y 1 80 79 Aoy el Gy e Vg e g
el =) s oy L1 e dls e ot o (SOl 0l

goncang  sertag”#liak ) e SUE ' bermanfaat lagi
nasihat/perda i, Yelp”l , 3 enjadi tanpa ruh
(hampa),' sebgb J @ enghukum salah
satu sua e peth] Ini adalah
aniaya yaflg af fE A EBE NN AC _

Menimbandgj ek \ * y i . hn tersebut di
atas, maka Majeli %& / i il pe Dflan Pemohon
dinilai cukup _bef@ kt 3 im'ana yang
dimaksud dalam p i mor 1 Tahun

u permohonan

sidang Pengadilan Agama B \- “ ;
Menimbang, bahwa perkara bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka beaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxX) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan persidangan Pengadilan
Agama Blitar;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini

sebesar Rp. 730.000 ,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

gebagai Hakim K jelis, WBks. Imam Qozin

| S.H., M.H,,

Termohon;

Hakim Anggota

Ttd. Ttd.
Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H. Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti

Ttd.
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Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran ....... Rp. 30.000,00 Untuk salinan
2. Biaya Proses........ Rp. 100.000,00 Penaadilan Agama Blitar
3. Panggilan ........... Rp. 510.000,00 g e Pagitera
4. PNBP Panggilan... Rp 20.000,00 Paniter;a Muda Guoatan
5. Sumpah.............. Rp.  50.000,00 gatan,
6. Redaksi............... Rp. 10.000,00
7. Meterai............... Rp. 10.000,00

Jumlah ............... Rp. 730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Yusri Agustiawan, S.H., M.H.
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